
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2O.OO NOMOR 88

Menimbang a.

PERI\TU.RAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 4 TAHUN 2OOO

TENTANG
PEMBENTU KAN ORGANISASI

SEKRETARTAT DAERAH KABUPATEN PATI

DENGAN RAFIMAT TUHAN YANG MAI.IA:ESA

BUPATI PATI

bahwa pela,ksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah pemberian kewenangan

Otonomi pada Daerah Kabupaten secara luas. nyata dan

bertanggung iawab ;

bahwa tuluan pen't*belian Otonomi dimlaksud pada huruf a

adal.ah untuk meningkatkan pelayanan dan keselahteraan

magyalakatr pengem'b'angan keh i dupan demokras i, kead iI an dan

'efr.'eJ,ih'araan 
hu bun gan yang serasi antara

pusat dan. 'daei:afl dalam ,r'angka meniaga keutuhan Negara

b.



Mengingat

K,esatuan Repl"rbtlk lndonesio ;

bahwa Feraluran qawatr"Kahrp,a,ten Dee;rah Tingkat ll Patr

Non'lor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerfa Sekre{anat 'Wilr*14q-n,l Da,erah dan S,ekretariat Dewan

Perwakilan Raftyq,t q@rdr Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkal.ll,Pati Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perubahan

Pertarna Peraturah'Daerah .Kabupaten Daerah Tingkat l] Pati

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerla Sekr.dariat.. Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ll Pati,

sudah tidak ses@i'deigan perkembangan keadaan, untuk itu
perlu diganti dengainFeratu,ran Daerah baru ;

bahwa sehubungafi G0figa* huruf a, b dan c tersebut diatas,
perlu menetapkan :Per€turAn. Dae.rah Kabupaten Pati tentang

Pembentu ka n :Organicasi Sekretariat Daerah K a b u p a t e n P a t i .

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah - daerah :Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ( Berita Negarra,Tahun 1'950 ) ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok

Kepegawaian ( Lembaran. Negara Repubtik lndonesia Tahun

1974 Nomor S5, Taenbahan Lernbaran Negara Nomor 3041 )

sebagaimana :telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43

Tahun 1999 tentang Per.ubahan Atas Undang - undang Nomor B

Tahun 1974 tentan,g Pokok - pokck Kepegawaian ( Lembaran

Negara Republikrlndcnesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3890 ) ,

Undang-undang Nornor 22 lahvn tggg tentang Pemerintahan

Daerah ( Lembaran Negara nepub+lk lndonesia Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849 ) ,
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4. Undang-undang Nornor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahr:n 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai

Daerah Otonqm ( Lembaran Negara Republik lndonesia'Tahun

2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nemor 3952 ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2000 Nomor 165 );

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk

Rancangan Undang undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 1999 l.lu,rcr 70 ) :

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati

tanggal 21 Desember 2000 Nomor 13 / KEP / 2000 tentang

Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Pati tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat
Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati,
Pembentukan Organisasi Lerrrbaga Teknis Daerah Kabupaten
Pati, Pembentukan Organisasi Dinas - dinas Daerah Kabupaten
Pati, Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

Kabupaten Pati.
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Dengan Persdtujudh

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAT!

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANC

PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ;

c. Bupati adalah Bupati Pati ;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pati ;

e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pati ,

f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati ,

g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab. wewenang dan hak seseorang Pegawai

Negeri Sipil Dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan

tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan

tertentu serta bersifat mandiri.



BAB ll i''.

PEIT,IBENTU.KAN

Fasal 2 '

Dengan rPeralu.r'an Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat

Daerah K'6bupaten, Pati.

BAF.III

KEDUD.UKAN, TUGAS POKOK D.AN FU!$GSI

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten.

(2) Sekretariat Da€rah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Eupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,

administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai

fungsir: , l


